
KAJIAN DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH 

Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penyesuaian Pidana 

& 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(UU 1/2023), menandai perubahan dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahan yang dimaksud
dalam hal ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang
digunakan sebagai “jembatan” untuk menyelaraskan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP, termasuk
ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak aspek yang membantu UU 1/2023 berjalan sesuai dengan
fungsinya. Salah satu aspek yang membantu adalah kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP
16/2026), yang membawa perubahan terhadap hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Desa.



PEMETAAN DAMPAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

Implikasi bagi Perda Kabupaten Gresik
Perda yang masih memuat pidana kurungan, pidana penjara, atau istilah lama perlu disesuakan agar
selaras dengan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian PIdana.

Pasal IV UU 1/2026
Ketentuan mengenai pidana kurungan
dan pidana denda dalam undang-
undang ini disesuaikan sebagai
berikut:

Pidana kurungan kurang dari 6
bulan diganti denda paling banyak
kategori I
Pidana kurungan 6 bulan atau lebih
diganti dengan pidana denda
paling banyak kategori II.
Dalam hal ketentuan pidana
memuat poidana kurungan dan
denda, pidana kurungan dihapus

Pasal V UU 1/2026
Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan diubah sehingga Perda
Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
dapat memuat ketentuan pidana,
namun hanya berupa ancaman pidana
denda paling banyak kategori II

Pasal VI UU 1/2026
Ketentuan Pasal 238 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah diubah sehingga
Perda hanya dapat memuat ancaman
pidana denda paling banyak kategori
II dan sanksi administratif. Sanksi
Administratif berupa:

teguran;
penghentian kegiatan;
pencabutan izin;
denda administratif.

Pasal 614 huruf a UU 1/2023
Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
menggunakan istilah kejahatan dan
pelanggaran diganti menjadi Tindak
Pidana

MAKSIMUM DENDA DALAM PERKARA

PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF

PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF

PENYESUAIAN ISTILAH HUKUM



Penyesuaian Pidana dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

UU 1/2026 Perda Kab. Gresik No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor



Penyesuaian Pidana dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

UU 1/2026 Perda Kab. Gresik No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat



Sanksi
Penyelarasan antara UU 1/2026

dengan
 UU 1/2023

Perda Kab.
Gresik No.

4 Tahun
2020

Denda :
a. kendaraan bermotor JBB <
35000 sebesar Rp.
15.000/bulan
b.  kendaraan bermotor JBB >
35000 sebesar Rp.
15.000/bulan

Dikarenakan denda pidana kurang dari
kategori II maka ketentuan tidak
berubah

Perda Kab.
Gresik No.

2 Tahun
2022

Pidana kurungan paling lama 3
bulan atau pidana denda paling
banyak Rp. 50.000.000

Dikarenakan memuat ancaman
kurungan dan denda secara
bersamaan maka pidana kurungan
dihapuskan dan pidana denda tetap
karena dalam ketentuan denda paling
banyak sebesar Rp. 50.000.000

Penyesuaian Pidana dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

UU 1/2023



Penyesuaian PP Nomor 16 Tahun 2026 dalam 
Peraturan Daerah terkait Desa di Kabupaten Gresik

PP No. 16 Tahun 2026Perbup Gresik No. 18 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Aset Desa 

PP No. 16 Tahun 2026 menyatakan bahwa  dalam pemanfaatannya, aset desa harus dilakukan berdasarkan hasil
Musyawarah Desa yang mana hal ini belum diatur dalam Perbup Gresik No. 18 Tahun 2018. Adanya PP No. 16 Tahun
2026 membuat aset desa lebih aman karena pengelolaannya tidak bisa hanya disetujui oleh segelintir pihak saja
melainkan harus disetujui oleh elemen dalam Pemerintah Desa, yaitu BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.



Penyesuaian PP Nomor 16 Tahun 2026 dalam 
Peraturan Daerah terkait Desa di Kabupaten Gresik

PP No. 16 Tahun 2026

Perda Gresik No. 12Tahun 2015 tentang Pedoman
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa 



Rekomendasi

1.Melakukan pengecekan terhadap Peraturan Daerah yang memuat sanksi administratif
berupa denda dan sanksi pidana;

2.Menyesuaikan sanksi pada Peraturan Daerah yang akan dibuat dengan memerhatikan
ketentuan yang ada dalam UU 1/2023 dan UU 1/2026;

3.Menyusun Perda Kumulatif atau membuat satu Perda khusus mengenai penyesuaian
ketentuan sanksi pidan di daerah.

Dalam mengkaji dan mengevaluasi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memerhatikan hal-hal sebagai berikut:



TERIMA KASIH
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